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BUPATI KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR Q... TAIUN 2008
TEMNTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIiA ESA

BUPATI KLATEN,

bahwa dalam rangka penvelcnggaraan sistim Pergelolaan Kas Daerah vang
mengacu pada ponsip pengeloluan  kas yang baik, perlu adanya
perencenaan kas yang baik serta pemanfaatar semaksimal mungkin dana
kas yang belumn digunakan;

bahwa untuk maksud sebacaimana tersebut huruf a, perlu diatw
Pengelolaan Uang Daerah pada Bank Umum:

bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b dJiatas perfu ditztapkan dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Taiun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 42861,

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peibendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentanz Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 125, Tarabahar. Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 443 7) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 7005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan;z Pemerintahan
Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republix Indonesia
tshun 2005 Nomor 108, Tambahan I embarag MNegara Republik Indonesia
Nomor 4438 ):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang erimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dain Pemerirtah Daerah ¢ Lembarzan Negara
Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nr gara Repubiik
Indonesia Nomor 4422 ):
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6. Deraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Penclapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Noinor 12.13,14,dan 15 Tahun 1930;

-~

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacral
‘Lembaraa Negara Republik Indonesia tahun 5005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4574 ).

8 Perzturan Femerintah Nomor 55 Tahuu 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indoresia Tahun 2005 Nomor 139,
tambahan Lembaran Negara Republik Iidonesia Nomor 4574 );

9. Pecaluran Pemerintah Nomor 358 Takun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNemor
4578),

10. Peraturan Pemeriniah Nomor 3% Tahun 2007 tentang Pengelolaan lang
Negara / Daerah Lemboran Negara Repuklik Indonesia Tahun 2007 Nomor
§3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738Y;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 20006 tentang Pedeman

Pengelolaan Xeuangan Daerah scbaguimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomeor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

. - Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tertang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

12. Peraturan Daerah Normor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatauszhaen
Keuangan Daerah.

12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 ientang Pedoman Pclaksanaar
Penatausahaan Keuargan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telab
diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Noror 18 Tahun 2007 teatang
Perubahan Lampiran Bupati Klaten Nomor 34 tahua 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENGEILOLAAN UANC
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN LMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

I-a

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.

Lad

Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjuinya disingkai SKPD adalah organisasi/lembay
pada Pemcrintah Kabupaten Klaten vyang bertanggungjavab kepada Buvati dala
penvelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sexrctariat Daerah, Sekretariat Dew:
Perwakilan Rakyat Daeral, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggacaan
pemerintah daergh yang dapat dinilai dengan uang termrasuk didalamnya segala beatux
kekayaan vang berhubungan dengan huk dan kowajiban daerah tersebut dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kas Umum Daerab adaiah tempat penyvimpanan Uang Dazrah vang ditentukan olen Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerab
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bendahara adalah setiap orang atau badan vang diberi tugas untuk dan atas nama daerah,
menerima,menyimpan dan membayar / menyerahkan uang aiau surat berharga ataa barang-
barang Jaerah.

Bendahara Umum Daerah s=lanjutnya discbut BUD adalah Pejubat yang dibesi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Bendahara penerimaan adalih orang yang ditunjuk untuk mencrima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan daerah
dalam rangka pelaksanaan APED pada SKFPD.

. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disingkat SXPKD adalah

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeioraan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Uang Daerah adalah uang vang dikuasai oleh Bendahara Umum Dagcrah.
Penerimaan Daerah adalah vang vang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah,

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsioral yang ditunjak untuk menerima,
menyimpan, membayarkan., menatausahakan dan mempertanggunjawalikan uvang untuk
keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.

Uang Persediaan adalah sejumlah vang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakar
kegiatan operasional SKPD schari-hari.

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalsh pejabat yang
diangkat oleh bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas keberdaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan vang mencakitp pengelolsan kas dan surat
berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kckurangan kas atmu memanfaatsan
kelebihan kas secara optimal.

Giro adalah Fasilitas rekening giro yvang dipcruntukkan Pemnerintah di lingkungan Kantor
Sekretariat Pemerintah Kabupaten untuk mengelola kevangan Kas Daerah yaoy pengeluaran
kKeuangannya melalui SPMU atau Pemindahbukuan,

Deposit on €all selanjutnya Jisebut DOC adalah simpanan beriangka Nasabah dalam jangka
waktu tertentu dalam hari yang penarikannya hanya dapat dilakuban sesual jangka waktu
vang telah ditctapkan.

Bunga /Jasa Giro adalah jasa vang diberikan pada peinegang rzkening giro/ nasabah dengan
dasar mengikuti ketentuan jasa gire vang berlaku di Bank

2. Rekening adalah rckening giro atau rekening pinjaman yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menggunakan cex atau bilyer giro, sarana perintah pem
pembayaran lainnya atau pemindah bukuan.

3. Pemegang rekening adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro di Bank.

LI T
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BAB 11
BENDAVIARA UMUM DAERAH
Pasa] 2

(1) Kepala Badan Pengelolaan Kevan gan Dacrah bertindak sebarai B U D.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku B U D dibantu oich Kuasa B U D
untuk melaksanakan tugas-lugas kebendaharaan vang berkaitan dengan pengelolaan uang
Daerah dan surat berbarga.

(3) Kuasa B U D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) wiangkat oleh Bendahara Umum
Dearah.

Pasal 3

Wewenang B U D dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi :
a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan nengeluaran as Dacrah:

b.  Memantau pelaksanaan pencrimaan dan pergeluaran APBD oleh Banh dan /atan lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

Mengusahakan dan mergatur dana yang diperlukan dalam Felaksanaan APBD,

. -

d. Menyimpan Uang Daerah:

€.  Melaksanakan penempalan uang daerah:
I Mengelola / menatausahakan Investasi:

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Penggrna Anggaran atas beban
Rekening Kas Umum Daerah:

i

h.  Menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

(1) KuasaBUD bertugas :
4. Menylapkan anggaran kas:
b.  menyiapkan surat penvediian dana;

¢. menerbitkan surat perintah pencairan dana:

.

menyimpan seiuruh bukii asli kepemilikaa daeral.
fre P

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat ( 1} Kuasa B U D berwenan [a

4. memantau pelaksanaan penerimaan dap pengeluaran APBD oleh bank dan/atay
lembaga keuangan lainnya yaag ditunjuk:

b. mengusahakan dan mengatur dana veng diperlukan dalam pelasanaan APBD:
menyimpan uang daerah:
d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menalausahakan investasi:

¢. melakukan pembayaran berdasarlan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas
beban Rekening Kas Umum Daczrah;

. melaksanakan pemberian pinjaman Pemerirtah Daerah;

melakukan penagihan piutang daerah.

i
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Pasal 5

Penarikan dana dari Rekening Kas Umumn Dacreh 4di Bank Umurni diiakukan atas perintah
B U [/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

Pemindahbukuan dana dari Rekening penerimaan dan rekening pengeluaian ke rekening
Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah B U D /lnasa B U D,

BAB I11
UANG DAERAH

Pasal 7

Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari uang dalam Kas Dagzrah dan

pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran daerah.

B Pasal 8

Penambahan Uang Daerah bersumber dari -

a  Pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asii daerah, Duna Perimbangan. dan lain-
lain pendapatan daerah vang sah:

b. Penerimaan pembiayaan,antara lain penerimaan pinjaman daerah.hasil nenjualen
kekayaan daerah yang dipisahkan dan pererimaan pelunasan piutang;

¢. Penerimaan daerah lainnya. antara lain penerimaan perhitingan pihak ketiga.

Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :

a. Belanja daerah:

b. Pengeluaran pembiayaan.antara laian pembayaran pckok utang. penvertaan modal
pemerintah daerah. dan pemberian piniaman.

¢. Pengeluaran dacrah lainny a antara lain pengeluaran perhitungan pikak ketiga.

BAB 1V
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAEKRAH
FPasal ©-

Bupati menunjuk Bank Unium sesuai kriteria dan persyaratan vang ditetapkan oleh Bank
Indonesia untuk mmenyvimpan Uang Daerah vang berasal davi penerimaan daerah dan untuk
membiayai pengeluaran dacrah sciclah menduapat pertimbangan dari Tim Penelitian dan
Pengkajian penempatan / penyiiapanan uang Daerah,

Tim Penelitian dan Pengkajian penempatan / penyimpangan Uang Daercah ditetapkan oleh
Bupalti,

Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada bank Umum vang
ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat { 1),

Penunjukan Bank Umum sebagaiinana dimaksud pada avyat ( 1 ) dimuat dalam perjanjizn
antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan,

Perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) sekurang-kurangnva mencakup :
a. jenis pelayanan yang diberikan;
b. mekanisme pengeluaran / penvaluran dana melalui bank:

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rckening pengeluaran ke rekening Kas Umum
Daerah;



d. pemberian bunga / jasa giro / bagi hasil atas saldo rekening;

€. pemberian imbalzn atas jasa pelayanan:

f. kewajiban men yampaikan laporan:

g- sanksi berupa denda dan / atau Pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayvanan

yang tidak sesuai dengan perjanjian:
E . - “
h. tata cara penyelesaian perselisihan.

PEMBUIKCAAN REKENING
Paszal 10

( 1 ) Pembukaan rekening dan pengoperasian Jdalam resening Kas U.num Daerah paga Bank
Umum yang sehat dan memenuhi standar Bank Indoresia,
) Tata cara pembukaan rckening dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada avat ( 1)
adalah sebagai berikut -
4. B U D memerintakkan Bank Umuni yang telah ditunjui: oleh Bupati untuk membuka
rekening atas nama Femerintal; Kabupaten:
b. Rekening sebagaimana tersebut tersebul pada huruf = diatas, digunakan uniuk
mencaial segala transaksi baik meng=nai nenerimaan, pengeluaran [ 'ang Daerah;
¢.  Pembukaan rekening tersebut pada huruf a.didasarkan persyaratan yang ditentukan
oleh Pank Umum.

td

(

Pasal 11

Atas pembukaan rehening sebagaimana dalan, Pasal 10 aya ( 1 ), Bank Umum yang
ditunjuk memberikan jasa giro kepada Pemerintah Daerah yang besarnva sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 12

(1) BUD/ Kuasa BU D dapal membuka rekening penerimaan pada Ban: Umum yang
ditunjuk Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pencrimaan daerah,

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo
nihil yang seluruh peneri maannya dilinipahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja scbagaimana yang ditetapkan dalam
petjanjian dengan Bank Umum yang bersangxutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) secara teknijs
belum dapat dilakukan setiap hari. Bupati mengatur pelimpahan secara berkaly,

(4) B U D dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditclapkan olch
Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerai;,

(3) Rekening scbagimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dioperasikan sebagai rekening yang
smenampung pagu dana wntuk membiavai kepiatan pemerintah daerah sesuai renczna
pengeluaran, yvang besarnya di tetapkan B U D,

(6) Pemindahbukuai dana rekening penerimaan dan / atay rekening pengeluaran pada Bank
Umuin ke rekening Kas Umur Daerah dilakuken atas periniah 8 U D.



JAB VI

PENUNJUKAN BADAN LAIN
Pasal 17

(1) Bupai dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk o'eh Menteri Keuangan untuk
melaksanakan penerimaan dan / atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung
kepiatan operasional SKPD. '

(2) Bupar dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat ( 1) dengan persetujuan
Menteri keuangan,

(53) Penunjukan badan lain sebagaimanaz dimaksud pada avat ( 1) dan avat ( 2 ) dituangkan
dalam kontrak kerja.

Pasal 14

Kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten dangan Bank Umum/Budan Keuangan lainnya
dibuat dan disepakati bersama, tanpa dipengaruhi dari pihak manapun untuk dilaksanakan
secara baik dan aman dalam rangka mencapa’ tujuan bersama dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VII

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO
SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 13

1) Pemerintah Kabupaten memperoleh bungu dan / atau izsa giro atas dana vang disimpan
pada Bank Umum.

(2) Jenis dana, tingkat bunga dan / atau jasa giro sebagaimana( dimaksud pada ayat ( 1) serta
biaya schubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum ditetapkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku,

{3 ) Bunga/jasa giro yang dilerima pemerintah disctor ke Kas Daerah.
Pasal 1o

Terhadap Uang Daerah vang berada di Bank Umum / Badan lain. Bendahara Umum
Daerah berhak meniperoleh bunga. jasa giro / pagi hasil pada tingkat bunga vang berlaku
umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BADB VI

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 17
(1} Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendalhiara Penerimasn untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaratan pada

kantor SKPD,



(L)
(2)

(1)

A

(2)

o
Lok
p

(4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimuksud pada ayat ( 1 ) dapat membuka rekening
penerimaan pada Bank Umum setelah mendapat 1jin Bupati, . _
Semua pendapatan asli daersh yang ditampung direkenirg penerimaan sebagaimana
dimakesud pada yata ( 2 ) setiap hari disetor seluruhnya ke cekening Kas [/mum Daerah.

BAB IX
UANG PERSEDIAAN SKPD
Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kepada SKPD dapat diberikan Uang Persediaan
sebagal uang muka kerja untuk membiayai l.egiatan operasiona: schari-kari,

Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening penzeluaran pada Bank Umum untuk
menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayai ( 1 ) kepada SKPD,

Pada setiap awal tahun anggaran Bupeli mengangkat bendchara pengeluaran pada SKPD
untuk mengelola uang persediaan yang liarus dipertangzgung jawabkan,

Dalam rangka pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahlizn
pemindahbukuan dan / atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimiana dimaksud
pada avat { 2 ).

Pasal 19

Uang persediaan hanva digunakan untuk jenis pergeluaran vang tidak dapat dilakukan
langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak \ang menvediakan barang dan / atau jasa,
Penggunaan uang persediaan yang menyirapang dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) merupakan pelanggarar: dan dapat di kenakan canksi .

Pasal 20

Setiap penyalah gunakar anggaran atas pengelolaan uang daerah dapat diselesaikan dengan
menyetorkan uang-uang yang menjadi tanggung jawabnya ke Kas Daerzh.

Setiap SKPD yang inengakibatkan pel anggaran sebagaimiera  dimaksud pada ayat (1 )
dapat dikenakan sanksi .

BAB X
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAY
Pasal 21

Kepala SKPKD selaku B U D bertanggung jawab untul. membuat perencanaan kas dan
menetapkan saldo kas minimal.

Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas mirimal scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), B U D menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kelurangan kas
maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

Strategl manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) yang dilaksanakan olek
B U D harus dapat Tnemastikan bahwa Pemerintah Kebupaten selalu memiliki akses yang
cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenahi pembayarar. kewajiban daeral,
dan / atau saldo kas i atas suldo kas minimal diarahkan untu'c mencapatkan manfaat vang
optimal.

Dalam rangka penyusunan perencanaan kas. SKPD wajib menyampzaikan provekss

rnanArimann Aan mammcalisaean mommen oot o 25001 T T OEY
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Pasal 22
Ruang lingkup Perencanaan Kas adalah meliputi Penerimuan Kas, Pengeluaran Kas,
Penempatan Kas,
Periode Kas berlaku se:ak ditanda tanganinya kerja sama antara Pemerintan Kabupaten
dengan Bank Umum yang ditunjuk dan berakhir pada tanggal schagaimana kesepakatan
dalam kontrak kerja sama.

BAB XI
PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS
Pasal 23

Dalam hal terjadi kekurangan kas, B U D dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan
/ atau menjual Surat Utang Negara dan / aiau surat berharga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi kelebihan kas. B U D dapat menempatkan uarg daerah pada ickening di
Bank Sentral / Bank Umum yang menghasilkan bunga / jasa girc dengan tingkat bunga
vang berlaku,

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan mcimasiikan bahwa B U D
dapat menarik uang tersebut sebagian a‘'au seluruhnya ke Rekening kas Umum Daerah pada
saat diperlukan.

Pasal 25

Dalam Penempatan Uang Daerah baik berupa Giro, Deposito, Deposito On Call ( DOC )
atau bentuk penvimpanan lainnya harus tetap memperhatikan unsur cakupar. Bank,
Kesehatan Bank. Kecepatan pelayanan/ Trunsfer yang dapat lebih mengunmungkan
Pemerintah Kabupaten,

Bank Umum yang ditunjuk melaksanakan penyimpanan Uang Daerah harus memberikan
Laporan Saldo Kas Harian / Bulanan dan Laporan Rekonsiliasi Dank pada setiap akhir
bulan.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUTANSI DA
PELAPORAN UANG DAERAII

o Pasal 26

Kepala SKPD bertanggung jawab alas pengelolaan uang vang menjadi tanggung jawabnya,
Semua SKPD vang menguasai Useng Daerah, melakukan akutarsi atas pengelolaan Uang
Daerah berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan,

Pclaporan pengelolaan Uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggara
Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik sesual ketentuan berlaku.
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BAB XIil
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAY
Pasal 27

(1) Pengendalian Internal terhadap pengelolaan uang Daerah dilakukan oleh Bupati..

(2) Pengawasan Fungsional erhadap pengeloiaan uang daeah dilakukan oleh aparat
pengawasan Fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasul 28
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini. maka semua yang berkaian dengan

pengelolaan Keuangan Daeah sepanjang belum diganti dan tiduk bertentangan dengan
peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

1 BARB XV
IFENUTUF
Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanzkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
denzan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kluten.

Ditetapkan Jdi Klaten
pada tanggal .....oocenneeenn.e

BUPATI KLATEy,

SUNARNA |
Diundangkan di Klaten
P8da tanggal................
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN XLATEN

Drs. H INDARWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 172 288
B L-.:" : :

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR......... Rk = =






